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Isi Berita:

Banyumas (ANTARA) - Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam
melindungi para pekerja, khususnya penderes, kembali ditegaskan dalam kegiatan
penyerahan santunan kematian dan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi 187 anggota
Koperasi Produsen Integrasi Petani Organik (Kopipo).

Acara yang berlangsung di Balai Desa Jingkang, Ajibarang, Rabu (7/5), dihadiri
langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono bersama jajaran pejabat BPJS
Ketenagakerjaan Jawa Tengah & DIY.

Bupati Sadewo menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan
dan koperasi lokal yang telah memberikan perlindungan sosial bagi para penderes.

Ia menegaskan bahwa seluruh biaya iuran jaminan sosial harus ditanggung perusahaan
atau eksportir, bukan dibebankan kepada para penderes.

“Saya ingin Kopipo menjadi contoh koperasi ideal. Semua anggotanya harus terlindungi
oleh BPJS yang biayanya ditanggung perusahaan. Jangan sampai penderes terbebani
potongan harga untuk jaminan sosial,” ujar Sadewo.
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Sadewo juga membeberkan rencana jangka panjang Pemkab Banyumas, yakni
mengganti pohon kelapa tinggi dengan varietas kelapa genjah untuk meminimalkan
risiko kecelakaan kerja.

Ia bahkan mengaku sudah mendapat dukungan CSR dari Jerman untuk penyediaan bibit
kelapa genjah, serta berencana menggandeng perusahaan lokal seperti PT Integral Mulia
Cipta (IMC) dalam program tersebut.

Dalam kesempatan itu, secara simbolis diserahkan santunan kematian kepada ahli waris
almarhum Turokhim dari Jingkang, Ajibarang, dan Sahidin dari Gununglurah,
Cilongok, masing-masing sebesar Rp42 juta.

Santunan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jateng-
DIY kepada Bupati, lalu diteruskan kepada keluarga penerima.

Sadewo juga menyampaikan imbauan tegas kepada para eksportir gula semut di
Banyumas agar ikut berpartisipasi aktif mendaftarkan penderes binaannya ke BPJS
Ketenagakerjaan.

“Eksportir ini harus menyisihkan sebagian keuntungan untuk melindungi penderes. Ini
bukan soal rugi, tapi soal berbagi,” tegasnya.

Ia menolak keras wacana pemotongan harga gula sebesar Rp500 per kilogram dari
penderes untuk membayar iuran BPJS. Menurutnya, biaya itu adalah tanggung jawab
perusahaan yang selama ini mendapatkan keuntungan dari ekspor gula semut.

Dari sisi regulasi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jateng-DIY Hesnypita
menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, semua pekerja, baik
formal maupun informal, wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan.

“Petani penderes termasuk pekerja yang memiliki aktivitas ekonomi. Negara hadir
untuk melindungi mereka,” ujarnya

Hesny mengungkapkan bahwa dari sekitar 14.000 penderes di Banyumas, baru sekitar
7.000 yang sudah terlindungi BPJS, baik melalui APBD, program Jimpitan, maupun
dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia menargetkan seluruh penderes di
Banyumas bisa terlindungi pada 2025.

Upaya bersama antara Pemkab Banyumas, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi, dan
eksportir diharapkan dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih aman, adil, dan
berkelanjutan bagi ribuan penderes di Banyumas, sekaligus menjadi percontohan

nasional dalam perlindungan pekerja sektor informal. (Rilis)
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Catatan:

e Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa komitmen Pemerintah
Kabupaten Banyumas dalam melindungi para pekerja, khususnya penderes, kembali
ditegaskan dalam kegiatan penyerahan santunan kematian dan kartu BPJS
Ketenagakerjaan bagi 187 anggota Koperasi Produsen Integrasi Petani Organik
(Kopipo). Mendapat dukungan CSR dari Jerman untuk penyediaan bibit kelapa
genjah, serta berencana menggandeng perusahaan lokal seperti PT Integral Mulia
Cipta (IMC) dalam program tersebut.

¢ Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.' Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a.
belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.?

¢ Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.’

¢  Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.* Belanja tidak terduga digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

Ibid, Pasal 55 ayat 1

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah
Ibid
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sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.> Keperluan mendesak sesuai
dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.®

¢ Keadaan darurat meliputi:’

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.
APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka
melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu
periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan
kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus
disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja
pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.?

Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber

dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan

dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja

Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko
sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko

sosial.

o N o u

Ibid
Ibid
Ibid

Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES
PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada

tanﬁﬁal 6 Oktober 2022, Bukul 08:20
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b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan
bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial.

c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola
yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan
tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib
dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial
meliputi:

1) rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2) perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal.
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3) pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4) jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak.

5) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.

¢ Kepanjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab
sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang
memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat
secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak
yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki
manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak
yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan
lingkungan.’

¢ CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu
perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah
program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang
menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat
termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan. '

e Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program
pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang
dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan

° https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-

dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%?20luas
%20hingga%?20pemangku%20kepentingan.

'® Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses
dari :https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-

manfaat—dan—contohnza, Bada tan%ﬁal 2 November 2023, Bukul 08:12
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hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti
pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya. "'
Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor
2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak
spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib
tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan
kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun
pendapat suatu instansi

" Ibid
|
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